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5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan
Agama Padang Panjang Nomor 304 /Pdt.G/2022/PA.PP mengenai pembagian
harta bersama dan utang dalam perkawinan, dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Putusan hakim dalam perkara Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP terutama
bersandar pada bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak selama
proses persidangan. Terkait rumah dan tanah yang masih dijadikan agunan
kredit di Bank Nagari, hakim menolak gugatan dengan keputusan Niet
Ontvankelijke Verklaard/NO karena keterkaitannya dengan hak pihak
ketiga sebagai kreditur. Tuntutan mengenai mobil Toyota Agya, sepeda
motor Yamaha, perabot rumah tangga, serta utang terhadap Samira, Kartini,
Effy Endriani, dan Rahmat ditolak karena Penggugat tidak mampu
membuktikan argumen yang diajukannya dengan meyakinkan.
pertimbangan hakim dalam perkara ini lebih mengutamakan kekuatan
bukti dibandingkan hanya sekadar pengakuan atau pernyataan.

2. Dari sudut pandang yuridis, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor
304/Pdt.G/2022/PA.PP telah selaras dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Dalam menetapkan status harta bersama, hakim merujuk pada
ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam terkait harta bersama. Mengenai
sengketa utang, hakim menimbang kaitan utang dengan kepentingan
keluarga dan kekuatan pembuktiannya. Penerapan Pasal 1865 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg tentang beban
pembuktian menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan prinsip bahwa
pihak yang mengklaim suatu hak harus membuktikan klaimnya. putusan ini
menggambarkan penerapan prinsip kepastian hukum, perlindungan

terhadap hak pihak ketiga, dan kehati-hatian dalam mengevaluasi bukti.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pasangan suami istri, sebaiknya mencatat dan menyimpan
dokumen yang berhubungan dengan harta dan utang selama masa
perkawinan. Kejelasan dalam administrasi ini akan mempermudah
pembuktian jika di kemudian hari muncul sengketa terkait harta atau utang
bersama.

2. Kepada para pihak yang berperkara, harus mempersiapkan alat bukti yang
lengkap dan relevan sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam
sengketa harta dan utang bersama, keberhasilan suatu tuntutan sangat
ditentukan oleh kemampuan pihak yang berperkara dalam membuktikan
dalil yang diajukannya.

3. Kepada Lembaga Pengadilan Agama, diharapkan tetap mempertahankan
prinsip kehati-hatian dalam memeriksa perkara harta bersama dan utang
bersama, khususnya apabila objek sengketa berkaitan dengan hak pihak
ketiga. Sikap tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum dan

mencegah timbulnya sengketa baru setelah putusan dijatuhkan.
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